
YOGYA(KR) - Vaksinasi

masih mampu melindungi

manusia dari paparan virus

Korona B.1.617.2 atau vari-

an delta. Vaksin mem-

berikan perlindungan di-

bandingkan mereka yang

tidak divaksinasi, meski

risiko reinfeksi tetap ada

namun gejalanya lebih

ringan.

“Jadi vaksinasi yang di-

lakukan saat ini masih

mampu memberikan per-

lindungan termasuk varian

delta, daripada yang belum

divaksin. Terutama peluang

agar masyarakat tidak di-

rawat di Rumah Sakit (RS)

atau apabila terinfeksi

Covid-19 masuk kategori

ringan dan hanya perlu iso-

lasi mandiri, itu menurut

penelitian,” ujar Ketua

Kelompok Kerja Genetik

Fakultas Kedokteran, Kese-

hatan Masyarakat dan

Keperawatan (FKKMK)

UGM dr Gunadi SpBA,

PhDdi Gedhong Pracimo-

sono Komplek Kepatihan,

Senin (21/6).

Diakui, masih dilakukan

penelitian perlindungan

yang diberikan vaksin Co-

vid-19 tersebut di Indone-

sia. Ternyata ada yang tu-

run efek protektifnya, na-

mun secara umum vaksin

Covid-19 tetap ada efek per-

lindungannya. Setelah

pemberian vaksinasi de-

ngan dosis dua kali, harus

ada booster yang waktunya

masih dalam penelitian.

Kepala Dinas Kesehatan

(Dinkes) drg Pembajun

Setyaningastutie MKes me-

nyatakan, penegakan pro-

tokol kesehatan (Prokes)

menjadi suatu keharusan

yang harus ditegakkan da-

lam setiap aktivitas masya-

rakat. Karena untuk

menekan adanya lonjakan

kasus hanya bisa dilakukan

dengan menerapkan

Prokes secara ketat dan

disiplin. Untuk itu semua

lintas sektor perlu mema-

hami bahwa vaksin bukan

berarti menyelesaikan

segalanya. Sebaliknya

vaksinasi yang selama ini

sudah dilakukan hanya se-

bagai salah satu upaya un-

tuk mencegah terjadinya

penularan. Selain itu de-

ngan melakukan vaksinasi

akan membuat efek atau

dampak dari paparan itu ti-

dak separah saat sebelum

mendapat vaksin.
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Ketua Pansus Covid-19

DPRD Kota Yogya Antonius

Fokki Ardiyanto, mengung-

kapkan pihaknya tengah

menyusun rekomendasi atas

hasil pengawasan yang di-

lakukan oleh tim pansus. 

“Kami sudah melakukan

sidak di rumah sakit swasta

maupun pemerintah. Rapat

koordinasi dengan instansi

teknis juga sudah. Ada be-

berapa yang berhasil kami

petakan  Terutama menyang-

kut BOR rumah sakit dan

tunggakan dari Kementerian

Kesehatan (Kemenkes) kare-

na cukup mendesak butuh so-

lusi,” urainya, Senin (21/6).

Sidak di rumah sakit di-

lakukan akhir pekan lalu,

yakni di RSUD Kota Yogya se-

laku rumah sakit rujukan

Covid-19 unsur pemerintah

dan RS Bethesda dari unsur

swasta. Dari kedua rumah sa-

kit tersebut diketahui jika

BOR untuk penanganan pa-

sien Covid-19 sudah sangat

mengkhawatirkan.

Fokki menyebut, RSUD

Kota Yogya memiliki 40 bed

dan 7 bed khusus ICU. Se-

dangkan di RS Bethesda total

ada 50 bed yang disiapkan un-

tuk pasien Covid-19. Tingkat

keterisian kamar tersebut pun

cukup dinamis. Tetapi rata-ra-

ta sudah di atas 85 persen. 

“Tidak bisa dipastikan.

Misal hari ini sudah terisi 100

persen, kemudian besok ber-

kurang menjadi 85 persen.

Namun masih ada antrean

yang akan masuk,” katanya.

Di samping itu, meski oku-

pansi masih 85 persen, namun

tidak setiap antrean bisa ma-

suk untuk menempati kamar

yang kosong. Hal ini karena

ketentuan teknis terkait jenis

kelamin maupun status dis-

abilitas. Dicontohkannya jika

dalam satu ruang terdapat

tiga bed, dan sudah terisi satu

bed oleh pasien perempuan,

maka jika ada pasien laki-laki

yang akan masuk otomatis

tertolak. Pasalnya dua bed

yang kosong tersebut tidak

boleh diisi oleh lawan jenis.

Kondisi itu ditemukan di

RSUD dan tidak menutup ke-

mungkinan juga terjadi di

rumah sakit lain.

Menurut Fokki, kondisi

tersebut membutuhkan for-

mulasi penanganan. Hal ini

karena BOR masih 85 persen

namun belum semua kamar

kosong bisa langsung diisi.

“Ini fakta yang harus segera

dicarikan formulasi penan-

ganannya. Mengingat, di luar

masih ada pasien yang antre.

Tetapi untuk kebutuhan oksi-

gen, tidak ada persoalan kare-

na RSUD sudah tersentral,”

tandasnya.

Formulasi persoalan BOR di

rumah sakit salah satunya

bisa dilakukan dengan pe-

nambahan kapasitas kamar

maupun rumah sakit rujukan.

Bahkan jika memungkinkan

perlu dibangun rumah sakit

lapangan dengan koordinasi di

tingkat provinsi. Apalagi

Yogya merupakan ibukota pro-

vinsi sehingga kerap menjadi

rujukan dari kabupaten lain. 

“Dengan melihat situasi di

kedua rumah sakit tersebut

maka dapat diambil kesimpul-

an sementara bahwa situasi

ini harus segera diantisipasi

oleh Pemkot Yogya. Sehingga

kemungkinan terburuk dari

situasi pandemi Covid-19 da-

pat tertangani dengan baik

dan keselamatan rakyat

adalah hukum tertinggi dalam

penyelenggaraan pemerintah-

an,” harapnya.

Meski demikian, di luar itu

pihaknya turut mendapati

fakta mencengangkan terkait

tunggakan Kemenkes di dua

rumah sakit tersebut. Tidak

tanggung-tanggung, totalnya

mencapai Rp 26 miliar, yakni

RSUD Kota Yogya sebesar Rp

16 miliar dan RS Bethesda Rp

10 miliar. Tunggakan itu ber-

kaitan dengan klaim pela-

yanan periode akhir 2020

hingga bulan kemarin. Tung-

gakan dari Kemenkes itu pun

bisa semakin besar karena

setidaknya terdapat tujuh

rumah sakit rujukan Covid-19

di Kota Yogya.

“Melihat situasi ini maka

pansus mengharapkan kepa-

da Walikota Yogya dan Gu-

bernur DIY untuk bisa segera

berkoordinasi dengan Kemen-

kes RI agar proses-proses pen-

cairan klaim selama doku-

mennya lengkap segera dapat

ditindanjuti,” jelas Fokki.
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BOR RS Mengkhawatirkan, Perlu Formulasi
YOGYA (KR) - Tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate

(BOR) di rumah sakit yang menangani pasien Covid-19, semakin

mengkhawatirkan. Di samping penuh, terdapat persoalan teknis pengisian

pasien. Kondisi tersebut dibutuhkan formulasi penanganan agar pasien yang

membutuhkan perawatan medis dapat terjamin.

YOGYA (KR) - Gerakan restorasi su-

ngai dibutuhkan kepedulian bersama se-

mua pihak. Hal ini agar upaya yang telah

dibangun oleh para pegiat kelestarian

lingkungan dapat mendapati hasil yang

maksimal.Salah satu sungai ikon Kota

Yogya yang membutuhkan restorasi ialah

Kali Code. Sungai tersebut bahkan men-

jadi wajah Kota Yogya karena berada

tepat membelah di bagian tengah kota.

“Kondisinya bisa dibilang mempri-

hatinkan karena limbah padat dan cair

sudah di atas ambang batas,” tandas

Ketua Gerakan Cinta Code, Harris Syarif

Usman, Senin (21/6).

Menurut Sekretaris Pemerti Code

tersebut, pencemaran itu membuat Kali

Code semakin tidak sehat. Oleh sebab itu

dibutuhkan kepedulian dari semua pihak

untuk merestorasi Kali Code agar sungai

yang menjadi kearifan lokal Kota Yogya

ini kembali bersih, sehat dan hijau.

Dirinya pun mengapresiasi aksi

kepedulian dari kalangan lembaga dak-

wah dan mahasiswa dengan menjadikan

Kali Code sebagai sasaran peringatan

Hari Lingkungan Hidup Sedunia.

Aksi peduli itu digelar oleh Majelis

Lingkungan Hidup (MLH) Pimpinan

Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota

Yogya serta Ikatan Mahasiswa

Muhammadiyah (IMM) Djasman Alkindi

pada Minggu (20/6) lalu. Pada kesem-

patan itu, Ketua MLH PDM Kota Yogya

Heri Setiawan MSi serta Ketua IMM

Djasman Alkindi Baiq Sukma Chalifa be-

serta jajarannya menebar bebih ikan en-

demik sungai serta menanam sejumlah

bibit pohon di pinggiran sungai. Pohon

yang ditanam pun disesuaikan dengan

daerah kawasan pinggir sungai seperti

pohon buah rambutan, jambu air,

alpokat, cabai maupun terong.
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Gerakan Restorasi Sungai Butuh KepedulianVaksinasi Mampu Melindungi Paparan Virus

YOGYA (KR) - Belasan

dosen dan karyawan Uni-

versitas Proklamasi (UP)

‘45’ mendatangi DPRD

DIY, Senin (21/6). Mereka

mengaku diperlakukan

tidak adil oleh pihak ya-

yasan kampus. Seperti

jam kerja berlebih, upah

serta kontrak kerja yang

tidak sesuai. Secara inter-

nal mereka masih bersta-

tus karyawan kontrak,

namun oleh kampus di-

nyatakan tetap.

“Soal penggajian, dosen

digaji kurang dari 50

persen dan sisanya tunja-

ngan tetap dengan

catatan. Kalau catatan

tak dipenuhi maka dipo-

tong. Tak ada sistem pen-

jenjangan, klasifikasi ja-

batan tidak dibedakan,”

ujar Ketua Serikat Dosen

Karyawan UP ‘45’ Habib

Abdillah Nurusman.

Sementara itu Ketua

DPRD DIY, Nuryadi akan

berupaya menindaklanju-

ti dengan mengundang

pihak-pihak terkait dan

melakukan klarifikasi. 
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Dosen UP ’45’ Mengadu 
ke DPRD DIY


